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Faktor  yang  menjadi  prioritas  kebijakan  Pengadilan   adalah  pelayanan 

terhadap  masyarakat  pencari  keadilan   dengan   azas    cepat,  sederhana dan 

biaya  ringan,    beberapa  penunjang  faktor  tersebut  adalah  meminimalisir 

tunggakan  perkara  yang  diikuti  dengan  system  administrasi  perkara  yang 

efesien, meningkatkan mutu/kwalitas putusan, penataan system pendidikan dan 

pelatihan serta penataan system pengawasan yang ketat dan efektif.  

Disamping  itu  pula  perbaikan  system  organisasi  mulai  melakukan 

perbaikan  dengan  menganalisis  jabatan/pekerjaan  dengan  cara  inventarisasi jenis  

jabatan/  pekerjaan, pejabat  fungsional  maupun  pejabat  sruktural   untuk digunkan  

sebagai  infut  dalam  menyusun  system  analisis  beban  kerja  dalam  rangka  

meningkatkan  efektifitas  dan  efesiensi  dalam  perhitungan  remunerasi kerja. 

Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) meliputi proses mengikuti 

Pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan 

Tinggi dan instansi lain yang mendukung terhadap kinerja. 

Untuk  lebih mengoptimalkan    program  yang  menjadi  prioritas  tersebut 

Pengadilan Negeri Tubei telah melaksanakan langkah-langkah diantaranya adalah 

Pengembangan system informasi meliputi :  

1. Program Informasi Pengadilan berbasis Website di www.pn-tubei.go.id 

2. Program SIMPEG (Sistem Administrasi kepegawaian) 

3. Program RKAKL dan SPM ; 

4. Program Aplikasi Gaji (GPP)   

5. Program SAKPA; 

6. Program DIPA;  

7. Program PP.39/2006 Bappenas 

8. Program Sistem  Informasi  dan  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara 

(SIMAK-BMN); 

9. Program Persediaan 

10. Program informasi penelusuran perkara (CTS). 

A. 
 

KEBIJAKAN UMUM 
PERADILAN 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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C.1. KONDISI UMUM 

 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar 

bagi peran Pengadilan Negeri Tubei dalam menjalankan tugas dan fungsi 

B. 
 

VISI dan MISI 

1. Menjaga  Kemandirian Badan Peradilan 
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang 

berkeadilan kepada Pencari Hukum 
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan 

Badan Peradilan 
4. Meningkatkan  Kredibilitas dan dan 

Transparansi Badan Peradilan 
5. Meningkatkan Kualitas SDM sehingga 

terwujudnya suatu Badan Peradilan yang 
berkualitas 

 

Mewujudkan Badan Peradilan yang 
Agung 

C. 
 

RENCANA STRATEGIS 2010-2014 
(RENSTRA) 
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pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. 

Pengadilan Negeri Tubei merupakan lingkungan Peradilan Umum di 

bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tubei sebagai kawal 

depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang 

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di 

tingkat pertama. 

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang  dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri 

Tubei. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian 

diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung 

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia 

yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan 

perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tubei, baik lingkungan 

internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri 

Tubei dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk 

mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

 

C.2.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 
 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Tubei mencakup hal-hal yang 

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai 

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Lebong. 
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2. Pengadilan Negeri Tubei merupakan unsur Muspida dan memiliki 

hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lebong. 

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan 

Negeri Tubei  selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 

 

B. Kelemahan (Weaknesa) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tubei  

dirinci dalam beberpa aspek: 

1.  Aspek  Proses Peradilan 

 Putusan Pengadilan Negeri Tubei  belum dapat diunduh/ 

diakses cepat oleh  masyarakat; 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur 

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tubei ; 

2.  Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pengadilan Negeri Tubei  belum mempunyai kewenangan untuk 

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan; 

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan kerja yang dibutuhkan  di Pengadilan Negeri 

Tubei ; 

3.  Aspek  Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja; 

 Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis 

teknologi informasi; 

4.  Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Belum ada sistem manajemen perkara berbasis  teknologi 

informasi; 

5.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tubei  dari pusat 

belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan; 

 

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan 

Negeri Tubei  untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa 

aspek: 
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1.  Aspek  Proses Peradilan 

 Adanya website Pengadilan Negeri Tubei  yang memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 

2.   Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Tubei  maupun Mahkamah 

Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

3.  Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan 

Negeri Tubei  berupa internet, website Pengadilan Negeri 

Tubei ; 

 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tubei  

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek  Proses Peradilan 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna 

jasa pengadilan  

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Negeri Tubei  belum seluruhnya 

menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei; 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol 

kinerja aparat peradilan 

4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga 

pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan 

Tinggi membutuhkan waktu lebih lama; 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan 

prasarana belum sesuai dengan kebutuhan 
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C.3. VISI   

 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2010 – 2014 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan 

dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan 

efesiensi.  

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tubei  

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang 

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, 

sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan 

organisasi pada tahun 2010 – 2014. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok 

dan fungsi Pengadilan Negeri Tubei . 

Visi Pengadilan Negeri Tubei  mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI  adalah sebagai berikut : 

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” 

 

C.4. MISI   

 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik.  

Misi Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparasi. 

2. Menjaga  Kemandirian Badan Peradilan 

3. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari 

Hukum 

4. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

5. Meningkatkan  Kredibilitas dan dan Transparansi Badan Peradilan 
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6. Meningkatkan Kualitas SDM sehingga terwujudnya suatu Badan 

Peradilan yang berkualitas 

 

 

C.4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan 

mengacu kepada pernyataan  visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei. 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tubei 

adalah sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tubei memenuhi butir 1 dan 2 

di atas; 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak 

dicapai Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya jumlah perkara yang penyelesaiannya melalui upaya 

mediasi 

2. Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu  

3. Meningkatnya tertib administrasi perkara yang tepat waktu  

4. Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

aparatur negara di Pengadilan Negeri Tubei  

5. Meningkatnya kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta 

pengawasan terhadap aparatur negara ( teknis dan non teknis)  yang 

dilakukan baik secara internal maupun eksternal 

6. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sehingga 

tercipta transparansi peradilan 

 

C..5. INDIKATOR KINERJA UTAMA 
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Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
No Kinerja 

Utama 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Penjelasan Penanggung 

jawab 

Sumber 

Data 

1 Peningkat

an 

Penyelesa

ian 

Upaya 

Mediasi 

Prosentase 

mediasi yang 

diselesaikan 

Perbandingan antara 

mediasi yang 

disepakati dengan 

jumlah mediasi 

yang diterima dan 

menjadi perkara 

Panitera / 

Sekretaris 

 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

 

2 Peningkat

an 

Penyelesa

ian 

Perkara 

a. Prosenta

se 

perkara 

yang 

diselesai

kan 

 

 
 

 

b. Prosenta

se sisa 

perkara 

yang 

diselesai

kan 

Perbandingan antara 

perkara yang 

diminutasi dan 

disampaikan kepada 

para pihak pencari 

keadilan dengan 

jumlah perkara 

yang diregister 

 

Perbandingan antara 

sisa perkara yang 

telah diminutasi dan 

disampaikan kepada 

para pihak pencari 

keadilan dengan 

jumlah sisa perkara 

 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekretaris 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

3 Peningkat

an Tertib 

Administr

asi 

perkara 

a. Prosenta

se berkas 

yang 

diregister 

dan siap 

disidang

kan ke 

majelis 

 

b. Prosenta

se 

penyamp

aian 

pemberit

ahuan 

pemangg

Perbandingan antara 

berkas perkara yang 

diterima Pengadilan 

Negeri TUBEI 

dengan berkas 

perkara yang 

disidangkan. 

 

Perbandingan antara 

penyampaian 

pemberitahuan 

pemanggilan sidang 

tepat waktu dengan 

jumlah perkara 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 
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ilan 

sidang 

tepat 

waktu 

 
c. Prosenta

se 

penyitaa

n tepat 

waktu 

dan 

tempat 

 
d. Prosenta

se 

penyamp

aian 

pemberit

ahuan 

relaas 

putusan 

tepat 

waktu, 

tempat 

dan para 

pihak 

 
e. Prosenta

se berkas 

yang 

diajukan 

banding, 

kasasi, 

dan PK 

yang 

disampai

kan 

secara 

lengkap 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan antara 

Penyitaan tepat 

waktu dengan 

jumlah perkara 

yang disidangkan 

 

 

 

Perbandingan antara 

penyampaian 

pemberitahuan 

relaas putusan tepat 

waktu, tempat dan 

para pihak dengan 

jumlah perkara 

yang telah putus 

 

 

 

 

 

Perbandingan antara 

berkas yang 

diajukan banding, 

kasasi dan PK yang 

lengkap ( terdiri 

dari Bundel A dan 

Bundel B) dengan 

jumlah berkas yang 

dikembalikan oleh 

pengadilan tingkat 

banding dan 

Mahkamah Agung 

 

 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

4 Peningkat

an 

Kualitas 

SDM 

a. Prosenta

se 

pegawai 

yang 

lulus 

diklat 

teknis 

yudisial 

 

 

 

 

 

 

b. Prosenta

se 

pegawai 

yang 

Perbandingan antara 

SDM teknis yang 

diajukan untuk 

mengikuti Diklat 

sehingga 

memperoleh 

kelulusan / 

bersertifikat diklat 

tipikor,HAM, 

Cakim dengan 

jumlah yang 

mengikuti diklat) 

 
a. Perbandingan 

antara SDM Non 

teknis yang 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekretaris 

 

Laporan 

Kepega

waian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Kepega

waian 
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lulus 

diklat 

non 

yudisial 

diajukan untuk 

mengikuti Diklat 

sehingga 

memperoleh 

kelulusan / 

bersertifikat 

diklat 

Kepemimpinan, 

Sertifikasi Barang 

dan Jasa. 

 

b. Perbandingan 

antara SDM yang 

diajukan untuk 

mengikuti 

pendidikan 

rintisan gelar 

sehingga 

memperoleh 

kelulusan/berserti

fikat dengan 

jumlah yang 

mengikuti diklat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

TUBEI dan 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Kepega

waian 

 

5 Peningkat

an 

Kualitas 

Pengawas

an 

a. Prosenta

se 

pengadu

an yang 

ditindakl

anjuti 

 

 

 

 

 

b. Prosenta

se 

temuan 

yang 

ditindakl

anjuti 

Perbandingan 

jumlah pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

mengenai perilaku 

aparatur peradilan 

(teknis dan non 

teknis) dengan 

jumlah pengaduan 

yang dilaporkan 

 

Perbandingan 

jumlah temuan yang 

ditindaklanjuti hasil 

pengawasan internal 

(tim pengawasan 

Pengadilan Negeri 

TUBEI dan Badan 

Pengawasan ) dan 

eksternal ( Badan 

Pemeriksa 

Keuangan ) dengan 

temuan yang 

dilaporkan. 

 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

TUBEI dan 

Panitera / 

Sekretaris 

 

 

 

 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

TUBEI dan 

Panitera / 

Sekretaris 

 

Laporan 

Hasil 

Pengadu

an 

Masyara

kat 

 

 

 

 

Laporan 

Hasil 

Kegiata

n 

Pengaw

asan 

Melekat 

6 Peningkat

an 

Aksesibili

tas 

masyarak

at 

terhadap 

peradilan 

( Acces 

Prosentase 

proses 

penyelesaia

n perkara 

yang dapat 

dipublikasik

an 

Perbandingan 

prosentase proses 

putusan perkara 

yang sudah 

diminutasi dan 

dapat didownload di 

website Pengadilan 

Negeri TUBEI ( 

sesuai SK KMA 

Panitera / 

Sekretaris 

 

Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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To 

Justice) 

No. 144 Tahun 

2007 tentang 

keterbukaan 

Informasi 

Peradilan) dengan 

perkara yang 

diputus. 

 
 

 

 

C.6. PROGRAM DAN KEGIATAN  

 

Enam  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan 

Negeri Tubei untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan 

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan 

sebagai berikut : 

 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan 

program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian 

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap 

peradilan.  Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tubei 

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

adalah :  

 

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan 

tepat waktu 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat 

waktu 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara  

 

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung  

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai 

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah : 
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1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

   

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah 

Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur 

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam 

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah 

pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding 

dan tingkat pertama. 

 

 

C.7. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI 

TUBEI 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Negeri Tubei menetapkan arah dan kebijakan dan 

strategi  sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja.   

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan 

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga 

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. 

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian 

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan 

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

integritas sumber daya aparatur peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 

strategi peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi  

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk 

menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, 

dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan 

teknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 
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2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan 

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun 

penerima layanan.  

 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk 

pelayanan publik 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS 
PENGADILAN NEGERI TUBEI 

  
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Ket 

Thn 1 Thn 2 Thn 

3 

Thn 4 Thn 5 

1 

 

Peningkatan 

Penyelesaian Upaya 

Mediasi 

Meningkatnya jumlah perkara 

yang penyelesaiannya melalui 

upaya mediasi 

 

Prosentase mediasi yang diselesaikan 10 % 10 % 10 % 20 % 20 %  

2 Peningkatan 

Penyelesaian Perkara 

Meningkatnya Penyelesaian 

Perkara yang tepat waktu 

a. Prosentase perkara yang diselesaikan 
 

b. Prosentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

 

80 % 

 

90 % 

100 % 

 

90 % 

100 

% 

 

90 % 

100 % 

 

90 % 

100 % 

 

90 % 

 

3 Peningkatan Tertib 

Administrasi perkara 

Meningkatnya tertib administrasi 

perkara yang tepat waktu  

a. Prosentase berkas yang diregister dan 
siap disidangkan ke majelis 
 

b. Prosentase penyampaian 
pemberitahuan pemanggilan sidang 
tepat waktu 

 
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan 

tempat 

 
d. Prosentase penyampaian 

pemberitahuan relaas putusan tepat 
waktu, tempat dan para pihak 

 
e. Prosentase berkas yang diajukan 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

95 % 

 

 

 

95 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

95 % 

 

 

 

95 % 

100 

% 

 

 

 100 

% 

 

 

 

100% 

 

 

95 % 

 

 

100 % 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

95 % 

 

 

 

95 % 

100 % 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

95 % 

 

 

 

95 % 
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banding, kasasi, dan PK yang 
disampaikan secara lengkap 
 

 

95 % 

4 Peningkatan Kualitas 

SDM 

Meningkatnya mutu dan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

aparatur negara di Pengadilan 

Negeri TUBEI 

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
teknis yudisial 
 

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat 
non yudisial 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

100 

% 

 

 

100 

% 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

5 Peningkatan Kualitas 

Pengawasan 

Meningkatnya kualitas 

penyelesaian pengaduan 

masyarakat serta pengawasan 

terhadap aparatur negara ( teknis 

dan non teknis)  yang dilakukan 

baik secara internal maupun 

eksternal 

 

a. Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti    

 
b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

100 

% 

 

 

100 

% 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

6 Peningkatan 

Aksesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan ( 

Acces To Justice) 

Meningkatnya aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

sehingga tercipta transparansi 

peradilan 

 

Prosentase proses penyelesaian perkara 

yang dapat dipublikasikan 

0 % 0 % 50 % 100 % 100 %  
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Sebagai organisasi yang membawahi 4 lingkungan peradilan, Mahkamah 

Agung harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah 

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat 

teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya 

secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga 

peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. 

Program-Program yang ada di Mahkamah Agung RI diprioritaskan yang 

terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di 

Mahkamah Agung RI akan tercipta: 

a. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan 

b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses 

publik, 

c. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia. 

 

Tugas Pokok 

Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Negeri Tubei untuk 

meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam 

pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung 

kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki 

agar pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberi 

pelayanan kepada masyarakat.  

Pengadilan Negeri Tubei mempunyai tanggung jawab yang besar 

sekaligus mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan 

berkelanjutan. Dilain sisi, penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tubei baik dalam 

pengelolaan administrasi umum dan perkara merupakan perwujudan 

responsibilitas dan sensitifitas Pengadilan Negeri terhadap tuntutan dan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Tubei adalah menyelenggarakan 

peradilan pada tingkat pertama, yaitu dalam hal : 

 Menerima perkara 

BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI  

(TUPOKSI) 
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 Memeriksa dan mengadili 

 Memutuskan 

 Menyelesaikan perkara 

 

Fungsi 

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Tubei dalam  menyelenggarakan tugas 

pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan peradilan 

2. Menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan perdata 

3. Melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei 

4. Melakukan pengawasan internal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei 

(Kimwasmat) 

5. Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara 

6. Menyelenggarakan arsip berkas perkara in-aktif 

7. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan 

urusan Rumah Tangga Peradilan dalam rangka menunjang tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Negeri Tubei berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku. 

8. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan 

9. Menyelenggarakan urusan kepegawaian 

  

Struktur Organisasi 

Bentuk organisasi Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, tentang 

Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden 

Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, adapun 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei terdiri dari: 

1. Organisasi teknis perkara berdasarkan struktur organisasi baru, Ketua 

Pengadilan Negeri Tubei dibantu oleh Wakil Ketua. 

2. Kepaniteraan sebagai unit pendukung tugas pokok dan fungsi di bidang 

administrasi perkara di tingkat Pertama.   

Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri 

Tubei terdiri dari  : 

a. Panitera / Sekretaris 

b. Wakil Panitera; 
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c. Wakil Sekretaris 

d. Panitera Muda Perkara terdiri dari  : 

1. Panitera Muda Perkara Perdata; 

2. Panitera Muda Perkara Pidana; 

3. Panitera Muda Hukum; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Kelompok Jabatan Struktural 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TUBEI 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WAPAN 

ZULMAHRI, SH 
WASEK 

SYAHARUDIN 

PANMUD PERDATA 
WARYONO, S.H 

PANMUD PIDANA 
M EDY, S.H 

 
() 

 

PANMUD HUKUM 

(KOSONG) 

 

KASUBAG UMUM 

THOMAS SILYAMET 

KEKUATAN PEGAWAI 
BERJUMLAH  = 21 ORANG 

 

IV/b = 11 orang III/a =    8 orang 
IV/a = 1 orang II/d = 02 orang 
III/d = 4 orang II/c =    01 orang 
III/c = 11 orang II/b = 11 orang 
III/b = 5 orang II/a = 0- orang 

 

KASUBAG  
KEPEGAWAIAN 

(KOSONG) 
 

Nama  B K 

ANGGUN PRIMA, 
S.H 

  

TIRZA ARFANOKS  
(honorer yang 
diperbantukan) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Nama Jabatan B K 

 

ARIF BUDIMAN, SH 

 

  

KENNAS L TEMSI, 
S.H 

  

  

 

 

 

 

PLH. KASUBAG  
KEUANGAN 

HENDRI M, SH 

Nama Jabatan B K 

ARIS SUGIANTO, 

S.H 

  

FIGAR WIBOWO   

 

 

  

 

Nama Jabatan B K 

YULI AGUSTINA 
(staf keuangan 
diperbantukan) 

  

CICI ERYA UTAMI   

 

 

  

 

Nama Jabatan B K 

 

 

YULI AGUSTINA 

  

YANIK NURUL F   

 

 

  

 

PANITERA 
PENGGANTI 
(KOSONG) 

 

JURUSITA 
(KOSONG) 

 

Nama Jabatan B K 

 

ARIF BUDIMAN, 
SH 

 

  

   

 

 

  

 

KETUA 

SIGIT PRADEWA, SH, M.H 

PANITERA/SEKRETARIS 

BARJAKI, SH 

 

HAKIM 
1. CHANDRA REVOLISA, SH, MH 

2. CINDAR BUMI, SH 
3. RINALDI, SH 

4. OMORI R SITORUS, SH., MH 

WAKIL KETUA 

MUHAMMAD RAMDES, SH 

Nama Jabatan B K 

Ajudan 0 0 

Pengadministrasi Umum Bagian 
Pimpinan 

0 0 

Sekretaris 0 0 

 Nama Jabatan B K 

Ajudan  0 0 

Pengadministrasi Umum Bagian 
Pimpinan 

0 0 

 
Nama Jabatan B K 

Pengadministrasi Umum Bagian 
Pimpinan 

0 0 
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Pegawai Pengadilan Negeri Tubei kelas II pada tahun 2014 berjumlah 21 

(dua puluh satu) orang.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:  

TABEL I 
NAMA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI TUBEI 

PADA TAHUN 2014 
 

 
NO 

 
NAMA 

BIDANG  
JABATAN Teknis 

Yudisial 
Non 

Teknis 
Yudisial 

1 SIGIT PRADEWA, SH., M. H 
   Ketua Pengadilan 

Negeri 

2 MUHAMMAD RAMDES, S. H 
   Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri 

3 CHANDRA REVOLISA, 

SH,MH 
   Hakim 

4 CINDAR BUMI, S.H    Hakim 

5 RINALDI, S.H    Hakim 

6 OMORI R SITORUS, SH., 

MH 
   Hakim 

7 BARJAKI, SH    Panitera / Sekretaris 

8 ZULMAHRI, SH    Wakil Panitera 

9 SAHARUDIN    Wakil Sekretaris 

10 M EDY, S.H    Panmud Pidana 

11 WARYONO, S.H    Panmud Perdata 

12 HENDRI M, S.H    Staf 

13 ARIF BUDIMAN, S.H    Staf  

14 ARIS SUGIANTO, S.H    Staf 

15 THOMAS SILYAMET    Kaur Umum 

16 CICI ERYA UTAMI, S.H    Staf 

17 YANIK NURUL F, S.H    Staf 

18 FIGAR WIBOWO, S.H    Staf 

19 ANGGUN PRIMA, S.H    Staf 

20 KENNAS L TEMSI, S.H    Staf 

21 YULI AGUSTINA    Staf 
Sumber: Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2014 

 

Disamping itu Pengadilan Negeri Tubei juga dibantu oleh tenaga honorer 

yang diangkat melalui DIPA Pengadilan Negeri Tubei yang berjumlah 6 orang 

dengan perincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

 
TABEL II 

NAMA TENAGA HONORER  PENGADILAN NEGERI TUBEI 
PADA TAHUN 2014 

 

NO NAMA TUGAS KET 

1 NASRI SOPIR  
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2 HENDRA MORIS SOPIR  

3 TIRZA ARFANOKS PRAMUBHAKTI  

4 ERAWATI PRAMUBHAKTI  

5 MARIAN TORI SATPAM  

6 YOKI HASTOMO SATPAM  
Sumber: Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2014 

 

 
 

 
 

 

 

 

Sesuai dengan  Cetak Biru Pembaharuan Peradilan  2010  –  2035  dalam 

rangka  mencapai  Visi  yakni  Terwujudnya  Badan  Peradilan  Indonesia  yang 

Agung  dengan  berlandaskan  dan  mengedepankan  Misi  yakni  Menjaga 

Kemandirian  Badan  Peradilan,  Memberikan  Pelayanan  Hukum  yang 

Berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan 

Badan  Peradilan  serta  Meningkatkan  kredibilitas  dan  transparansi  Badan 

Peradilan, maka perlu suatu acuan atau standar dalam hal pelayanan. Untuk itu  

Pengadilan  Negeri Tubei  telah  merancang  penyusunan  Standar Laporan 

Tahunan Pengadilan Negeri Tubei, Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  meliputi  

seluruh  bagian  dalam  hal pelayanan  dengan  harapan  agar  setiap  tugas,  

penerimaan  dan  penyelesaian yang  berkaitan  dengan  kepuasan  pencari  

keadilan  dapat  diukur  dengan standar yang jelas, tepat, terarah dan cepat.  

 

Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pengadilan  Negeri 

Tubei   meliputi  bidang  yudisial  dan  non  yudisial.  Secara  garis  besar SOP 

dalam bidang yudisial terdiri dari : 

1.   Penerimaan Perkara 

2.   Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang 

3.   Panggilan Para Pihak 

4.   Persidangan 

5.   Berita Acara Persidangan 

6.   Minutasi Perkara 

7.   Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara 

8.   Upaya Hukum 

9.   Eksekusi 

a. 
 

STAndar operasional prosedur 
(SOP) 
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10. Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan 

11. Pelayanan Informasi Perkara dan Publikasi Putusan 

12. Prosedur Mediasi 

 

Adapun  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  bidang  non  yudisial meliputi:  

1.   Administrasi Kepegawaian 

a. SOP Pengajuan Cuti 

b. SOP Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi 

c. SOP Penyusunan Job Deskription 

d. SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas, Sosialisasi, dan Pelantikan 

2.   Administrasi Keuangan 

a. SOP Pengajuan Pembayaran Belanja Barang  

b. SOP Pengajuan Pembayaran atas Kegiatan 

c. SOP Pengajuan Gaji/Kekurangan Gaji/Susulan 

d. SOP Penyusunan dan Penyelesaian RKA-KL 

e. SOP Pelaksanaan Kegiatan dari dana APBN 

f. SOP Pelaporan/Rekonsiliasi 

3.   Administrasi Umum 

a. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 

b. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar 

c. SOP Permohonan Informasi  

d. SOP Penanganan Pengaduan 

e. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 

f. SOP Perencanaan dan Penyusuan Kegiatan/Program Kerja 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan penyusunan SKP di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei 

dilaksanakan sesuai prinsip dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu: 

1. Objektif: sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh 

penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai. 

2. Terukur: dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 

3. Akuntabel: seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. 

b. 
 

Kinerja/sasaran kerja pegawai  
(skp) 



 
L A P O R A N  T A H U N A N  2 0 1 4  P N  T U B E I  

 
Page 26 

4. Partisipatif: seluruh proses penilaian prestasi kerja melibatkan secara aktif 

antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. 

5. Transparan: seluruh proses dan hasil penilaian pretasl kerja bersifat terbuka 

dan tidak bersifat rahasia. 

 

Penilaian prestasi kerja PNS sebagai pengganti DP3 ini didasari 2 (dua) 

unsur penilaian, berupa SKP dan perilaku kerja dengan bobot penilaian unsur 

SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Jika SKP merupakan rencana 

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, perilaku kerja didefinisikan 

setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penilaian perilaku kerja ini meliputi aspek orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus 

aspek kepemimpinan dilakukan hanya bagi PNS yang menduduki jabatan 

struktural. 

SKP yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

PNS, bertujuan meningkatkan prestasi dan kinerja PNS.  PP ini merupakan 

penyempurnaan dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. 

Pasal 2 dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penilaian prestasi 

kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang 

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Penilaian berdasarkan SKP ini diharapkan memperbaiki implementasi 

DP-3 PNS selama ini, dimana proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga 

kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan 

secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja selama ini 

tidak didasarkan pada target tujuan (kinerja standar/ harapan), sehingga proses 

penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif. Dalam hal ini atasan 

langsung sebagai pejabat penilai hanya bertugas sekedar menilai, tidak memberi 

klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian. Berdasar PP Nomor 46 

Tahun 2011 ini setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja 

tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus 

dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.  

 

 

http://pta-yogyakarta.go.id/images/stories/PDF-dokumen/skp-pp-46-tahun-2011.pdf
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a.  Bagian kepegawaian 

1. Mengusulkan promosi bagi para hakim dan pegawai yang 

memenuhi syarat. 

2. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Pengadilan Negeri 

Tubei yang telah memenuhi syarat. 

3. Membuat DUK, Bezeting Formasi dan DUS Pengadilan Negeri 

Tubei setiap akhir tahun. 

4. Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Negeri 

Tubei dalam hal : 

5. Kenaikan Gaji Berkala 

6. Mengurus Taspen, Karpeg, Askes dan Karis / Karsu 

7. Membuat SK Cuti Pengadilan Negeri Tubei. 

8. Mengusulkan surat izin belajar kepada Pengadilan Tinggi 

Bengkulu yang mengikuti strata 1 dan strata 2. 

9. Membuat surat keputusan sesuai dengan kewenangannya. 

10. Melaksanakan penyumpahan dan pelantikan bagi pejabat baru 

Pengadilan Negeri Tubei. 

11. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai Pengadilan Negeri 

Tubei setiap akhir bulan dan menyampaikan ke Pengadilan Tinggi 

Bengkulu. 

12. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat. 

13. Melakukan penataan file kepegawaian Pengadilan Negeri Tubei. 

14. Membuat data statistik pegawai setiap akhir tahun. 

15. Membuat SKP setiap akhir tahun. 

 

b.  Bagian Keuangan 

1. Membuat dan mengusulkan RKAKL Tahun 2014 dengan data 

pendukung yang akurat dan lengkap ke Pengadilan Tinggi 

Bengkulu secara tepat waktu. 

2. Membuat rencana penyusunan anggaran (RPA) permata anggaran 

sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2014 

3. Merealisasikan penggunaan dana dalam DIPA sesuai dengan 

rencana penggunaan anggaran (RPA dan RPU) dan 

menyampaikan dalam bentuk laporan tepat waktu. 

4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan dengan 

menginventarisir penerimaan negara bukan pajak serta 

menyetorkannya ke kas negara tepat waktu. 
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5. Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh bendahara 

pengeluaran dan bendahara penerimaan baik buku kas umum 

maupun buku buku bantu lainnya baik secara manual dan 

elektronik. 

6. Membuat laporan realisasi anggaran per triwulan sesuai peraturan 

pemerintah Nomor 39 tahun 2006 paling lambat tanggal 4 bulan 

berikutnya. 

7. Membuat laporan bulanan SAKPA, dengan dilampiri BAR, Print 

Out hasil rekonsiliasi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

8. Membuat laporan catatan atas laporan keuangan ( CaLK satker ) 

setiap semester I dan semester II paling lambat 10 bulan 

berikutnya. 

9. Menyampaikan laporan keuangan perkara ke Pengadilan Tinggi 

Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tubei persemester paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri rekening koran per 

30 Juni dan 31 Desember beserta fotokopi buku induk keuangan 

perkara. 

10. Meningkatkan koordinasi Kepada Pengadilan Tinggi  Bengkulu 

dalam hal penggunaan dan pelaksanaan anggaran 2014. 

11. Meningkatkan penggunaan IT terutama informasi bagian 

keuangan agar setiap data yang diminta segera disampaikan. 

12. Menindaklanjuti apabila ada temuan atau perbaikan dalam hal ada 

pembinaan/pengawasan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

13. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di muka remunerasi 

setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. 

 

c.  Bagian Umum 

1. Meningkatkan pelaksanaan tata persuratan dan sistem arsip 

dinamis sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 

2. Meningkatkan tertib administrasi dan pemeliharaan inventaris 

Barang Milik Negara melalui aplikasi SIMAK BMN sesuai 

dengan KMA Nomor 449 tahun 2000 dengan cara pembinaan dan 

pengawasan 
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3. Meningkatkan system pengelolaan ( operating prosedur ) barang - 

barang ATK dengan pembukaan Stok Opname dengan 

menggunakan aplikasi barang persediaan. 

4. Mengusulkan penghapusan barang - barang kantor yang rusak 

berat. 

5. Menyediakan kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti alat tulis 

kantor dan barang cetak untuk manajemen kantor. 

6. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor/bangunan, rumah 

Negara,instalasi jaringan dan sarana prasarana kantor. 

7. Membuat laporan akuntabilitas kerja (LAKIP) tahun 2013 dan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2015 serta 

penetapan kinerja (PK) tahun 2014. 

 

d. Bagian Kepaniteraan 

Administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Tubei telah berjalan 

dengan lancar dan tertib yang pelaksanaannya berpedoman dengan Buku 

II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang 

meliputi : 

a. Prosedur penerimaan perkara baik perkara pidana maupun perkara 

pidana. 

b. Pembuatan buku-buku register 

c. Pengelolaan keuangan biaya perkara dan hak-hak kepaniteraan 

d. Pembuatan laporan-laporan 

e. Pemberkasan dan minutasi 

f. Meningkatkan dan menetapkan tertib administrasi Peradilan Tingkat 

Pertama khususnya di Pengadilan Negeri Tubei sesuai dengan buku I 

dan buku II dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah 

Agung RI Nomor :KMA/007/SK/IV/1994 Tanggal 04 April 1994 dan 

KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Pemberlakuan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas.  

g. Memantapkan pengunaan formulir administrasi perkara sebagaimana 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 

2 Tahun 1993 dan buku II edisi 2010, sepanjang tidak ada perubahan. 

h. Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan Pola Bindalmin sesuai 

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 

tanggal 24 Januari 1991 secara manual dengan di back up IT . 
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i. Mengirim laporan tepat waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya telah diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

j. Menginput data perkara ke dalam Aplikasi CTS/SIPP. 

k. Dan lain-lain yang diharuskan oleh undang-undang. 
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1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL 

Sumber daya manusia sangat menentukan jalannya peradilan maka untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan tergantung kepada sumber daya manusia yang 

melaksanakan. 

Jumlah Hakim untuk Pengadilan Negeri Tubei sudah cukup sedangkan 

Jumlah Panitera Pengganti dan Juru Sita sampai saat ini belum ada, namun perlu 

mendapatkan pengetahuan yang lebih maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang teknis yudisial perlu: 

a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan 

Tingkat pertama dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke 

Pengadilan Negeri Tubei dengan berlandaskan prisip sederhana, cepat dan 

biaya ringan. 

b. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, hakim dalam menerima, 

memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara, hakim harus bebas 

campur tangan pihak ketiga, kebebasan itu harus dimaknai lebih luas dan 

lebih bertanggung jawab lagi bukan dalam arti kebebasan itu harus 

dimaknai lebih luas dan lebih bertanggung jawab lagi bukan dalam arti 

kebebasan individual absolute tetapi bersifat institusional. Oleh karena itu 

kebebasan dan kemandirian hakim harus dimaknai sebagai kebebasan 

institusional dan kebebasan yang bertanggung jawab. 

c. Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pencari keadilan yang menuju 

pelayanan prima. 

d. Meningkatkan mutu putusan Pengadilan Negeri Tubei, melalui 

eksaminasi putusan, bedah berkas perkara,dan diskusi. 

BAB III 
Pembinaan dan pengelolaan 

 

A. 
 

Sumber daya 
manusia 
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e. Dalam melaksanakan pemeriksaan barang tidak bergerak perlu dilakukan 

discente (pemeriksaan setempat), yang pelaksanaannya dilakukan setelah 

selesai pemeriksaan alat bukti, sehingga dalam amar putusan dalam amar 

putusan dapat dijelaskan identitas objek sengketa secara jelas, hal ini 

dapat memudahkan pelaksanaan eksekusi 

f. Dalam mengeluarkan putusan harus singkron dan selaras antara duduk 

perkara pertimbangan hukum dan amar putusan, termasuk eksepsi, 

konvensi dan rekonvensi. 

g. Berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan intern maupun 

ekstern dalam pelaksanaan eksekusi. 

h. Para majelis hakim harus bersikap aktif dalam meberikan nasehat kepada 

Penggugat, apabila surat gugatan atau permohonan belum memenuhi 

syarat sebagaimana di amanatkan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 

Rbg serta pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, 

sehingga majelis hakim tidak dengan mudah menjatuhkan putusan tidak 

menerima gugatan penggugat  (NO). 

i. Dalam perkara pengangkatan anak hendaknya tidak memutuskan 

hubungan darah dengan orang tua aslinya dan memperhatikan UU No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

j. Dalam permohonan peninjauan kembali harus diajukan secara tertulis 

disertai dengan risalah peninjauan kembali. 

k. Majelis hakim, agar selektif dalam mengabulkan permohonan penundaan 

sidang dari pihak perkara yang tidak didasarkan alasan hukum dan akan 

menghambat kelancaran persidangan sebagaiman diatur dalam pasal 159 

(4) HIR /186 Rbg. 

l. Hakim harus hati-hati dalam merumuskan amar putusan, supaya putusan 

tersebut dapat dijalankan dan tidak merugikan para pihak yang 

berperkara. 

m. Berkas perkara di Pengadilan Negeri Tubei baik diajukan upaya hukum 

atau tidak, harus dilengkapi dokumen elektronik. 

 

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL 

Sebagaimana uraian diatas, Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

sangat berperan untuk menunjang jalannya peradilan di Pengadilan Negeri 

Tubei. Jumlah pegawai Non Teknis dirasakan masih kurang sehingga dapat 

menghambat kelancaran pekerjaan. Jumlah pegawai Non Teknis untuk 
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pengadilan negeri Tubei  dirasa sangat kurang, untuk kepala urusan keuangan 

hanya ada kepala urusan umum sedangkan kepala urusan kepegawaian dan 

kepala urusan keuangan belum ada, untuk staf pun hanya ada 6 (enam) orang 

pegawai sehingga pegawai Non Teknis perlu adanya penambahan. 

 

3. PROMOSI DAN MUTASI  

Walaupun jumlah Hakim sudah cukup dan karyawan dirasakan masih 

kurang akan tetapi apabila Hakim dan karyawan yang telah mencukupi 

persyaratan, tetap diusulkan untuk dipromosikan untuk menduduki jabatan 

Struktural di tempat lain. Hal ini perlu dilakukan agar yang bersangkutan dapat 

meningkatkan karir dan kualitas pekerjaan. 

Selama tahun 2014 ini  dilingkungan Pengadilan Negeri Tubei terjadi 

beberapa promosi dan mutasi yakni : 

1. DEVID AGUSWANDRI, SH NIP: 19790814 200312 1 002 yang semula 

menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei kemudian di 

promosikan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pariaman. 

2. FARIDH ZUHRI, S.H., M. Hum NIP: 19800305 200704 1 001 yang semula 

menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Linggau kemudian di 

promosikan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung; 

3. SIGIT PRADEWA, S.H, NIP: 19660106 199212 1 002, yang semula 

menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tubei kemudian di promosikan 

menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. 

4. IRSANUDIN, S.H, NIP: 19710613 199303 1 006, yang semula menjabat 

sebagai Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei kemudian di 

Promosikan menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Curup. 

5. ZULMAHRI, S.H, NIP: 19651115 198303 1 001, yang semula menjabat 

sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Curup kemudian di 

Promosikan menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei. 

 

 

4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL 

Pengadilan Negeri Tubei hingga akhir Desember 2014 untuk posisi 

Jabatan Struktural belum tercukupi. dan secara kualitas, masih perlu ditingkatkan 

pengetahuannya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat maka perlu adanya pelatihan sesuai dengan jabatan masing-masing. 
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Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tubei dalam  tahun 2014 sebagai berikut : 

 

A. PERKARA PIDANA 

1. Pidana Biasa 

 Sisa tahun 2013 :    2     perkara 

 Masuk dalam tahun 2014 :   44    perkara 

 Putus dalam tahun 2014 :   39 perkara 

 Sisa tahun 2014 :   7   perkara 

 

2. Pidana Singkat 

 Sisa tahun 2013 :     nihil perkara 

 Masuk dalam tahun 2014 :     nihil perkara 

 Putus dalam tahun 2014 :     nihil perkara 

 Sisa tahun 2014 :     nihil  perkara 

 

3. Pidana Ringan / Lalu Lintas 

 Sisa tahun 2013 :     nihil perkara 

 Masuk dalam tahun 2014 :   1060  perkara 

 Putus dalam tahun 2014 :   1060  perkara 

 Sisa tahun 2014 :     nihil perkara 

 

 

B. PERKARA PERDATA 

1. Perdata Gugatan 

 Sisa tahun 2013 :      2    perkara 

 Masuk dalam tahun 2014 :      6    perkara 

 Putus dalam tahun 2014 :      6 perkara 

 Sisa tahun 2014 :      2    perkara 

 

2. Perdata Permohonan 

 Sisa tahun 2013 :      nihil perkara 

 Masuk dalam tahun 2014 :       1   perkara 

B. 
 

KEADAAN PERKARA 
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 Putus dalam tahun 2014 :        1  perkara 

 Sisa tahun 2014 :      nihil perkara 

 

 
 

 

 

 

1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 

Pengadilan  Negeri Tubei  beralamatkan  di  Jalan Raya Lebong 

Argamakmur, namun belum mempunyai sertifikat tanah karena belum adanya 

hibah dari Pemerintah Kabupaten Lebong.  Diatas lahan tersebut berdiri 

bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Tubei: 

 

 

A. PENGADAAN 

Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Tubei tidak ada mendapat 

anggaran untuk belanja modal. Adapun nilai aset gedung dan bangunan pada 

Pengadilan Negeri Tubei menjadi Rp. 6.431.742.000,- (enam miliar empat 

ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah); 

 

B. PEMELIHARAAN  

Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Tubei mendapat anggaran 

untuk pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga 

juta lima ratus ribu rupiah)   yang terbagi dalam perawatan halaman gedung 

C. 
 

Pengelolaan sarana dan 
prasarana 
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sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan perawatan 

gedung kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 

 

C. PENGHAPUSAN 

Pengadilan Negeri Tubei dari berdirinya di tahun 2009 sampai pada 

tahun 2014 ini belum satu kalipun melakukan penghapusan; 

 

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG  

A. PENGADAAN 

Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Tubei tidak ada mendapat 

anggaran untuk belanja modal. Adapun nilai aset peralatan dan mesin 

Pengadilan  Negeri  Tubei sebesar  Rp. 1.051.552.017, (satu miliar lima puluh 

satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh belas rupiah); 

 

B. PEMELIHARAAN  

Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Tubei mendapat anggaran 

untuk pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 65.160.000,- (enam puluh 

lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);  

 

C. PENGHAPUSAN 

Pengadilan Negeri Tubei sampai pada tahun 2014 ini belum satu 

kalipun melakukan penghapusan; 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 

Anggaran 2014 untuk dipa 01 dengan  Nomor  :  

005.01.2.673055/2014.rev.5  tanggal 05  Desember 2013, Pengadilan Negeri 

Tubei mendapatkan alokasi anggaran sebesar  Rp. 2.838.914.000,-  (dua 

D. 
 

Pengelolaan keuangan 
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milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu 

rupiah), dengan rincian pagu anggaran dan realisasinya sebagai berikut : 

a. Belanja Pegawai. 

 Pagu Anggaran : Rp. 2.369.560.000,- 

 Realisasi  : Rp. 2.245.380.904,- 

 Sisa  : Rp.   124.179.096,- 

b. Belanja Barang 

 Pagu Anggaran : Rp. 469.354.000,- 

 Realisasi  : Rp. 450.249.061,- 

 Sisa  : Rp.   19.104.939,- 

 

c. Belanja Modal 

 Pagu Anggaran : Rp. nihil 

 Realisasi  : Rp. nihil 

 Sisa  : Rp. nihil 

 

Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 

Anggaran 2014 untuk dipa 03 dengan  Nomor  :  005.03.2.673056/2014 

tanggal 05  Desember 2013, Pengadilan Negeri Tubei mendapatkan alokasi 

anggaran sebesar  Rp. 56.000.000,-  (lima puluh enam juta rupiah), dengan 

rincian pagu anggaran dan realisasinya sebagai berikut : 

a. Belanja Pegawai 

 Pagu Anggaran : Rp. NIHIL 

 Realisasi  : Rp. NIHIL 

 Sisa  : Rp. NIHIL 

b. Belanja Barang 
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 Pagu Anggaran : Rp. 56.000.000,- 

 Realisasi  : Rp. 52.164.250,-  

 Sisa  : Rp.   3.835.750,- 

 

c. Belanja Modal 

 Pagu Anggaran : Rp. nihil 

 Realisasi  : Rp. nihil 

 Sisa  : Rp. nihil 

 

 

 

 

 

 

1) Perangkat keras 

Saat ini Pengadilan Negeri Tubei telah memiliki server ataupun 

perangkat jaringan  akses internet untuk menunjang jalannya kegiatan di 

Pengadilan Negeri Tubei walaupun dirasa masih kurang memadai; 

 

2) Perangkat lunak 

Dengan adanya perangkat keras yang cukup memadai, Pengadilan 

Negeri Tubei pada tahun 2014 ini telah memiliki website yaitu www.pn-

tubei.go.id dan telah pula memiliki program cts/sipp atau sistem informasi 

penelusuran perkara yang bisa diakses oleh masyarakat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 
 

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

http://www.pn-tubei.go.id/
http://www.pn-tubei.go.id/
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Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  pokok  manajemen  untuk 

menjaga  dan  mengendalikan  agar  tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan  dapat 

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Bahwa, 

Pengadilan Negeri Tubei adalah salah satu peradilan yang berada  dibawah  Mahkamah  

Agung  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2009  adalah  perpanjangan  

tangan  dalam  melaksanakan  pengawasan internal  terhadap  penyelenggaraan  

peradilan,  serta  melakukan  pengawasan terhadap  tingkah  laku  dan  perbuatan  para  

hakim  dan  pegawai  dilingkungan Pengadilan Negeri Tubeiitu sendiri. 

 

Selama  tahun  2014  Pengadilan  Negeri Tubei  melakukan pengawasan 

Internal yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yakni : 

a. Pengawasan Melekat. 

Merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  bersifat  sebagai  

pengendalian  yang terus  menerus,  dilakukan  oleh  atasan  langsung  

terhadap  bawahannya maupun  oleh  Hakim  Pengawas  Bidang  

(HAWASBID)  secara  preventif  dan represif  dimana  bidang  

pengawasan  yang  dilakukan  oleh  HAWASBID meliputi : 

1.  Bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Umum; 

2.  Bidang Administrasi Perkara; 

3.  Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan; 

4.  Bidang Kinerja Pelayanan Publik dan Kinerja Pengadilan; 

5.  Bidang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh HAWASBID adalah  agar 

pelaksanaan tugas tersebut  berjalan  lancar  secara  efektif  dan  efisien  

sesuai  dengan  rencana kegiatan  dan  peraturan  perundang–undangan  

yang  berlaku.  Pengadilan Agama  Tanjung  Selor  juga  secara  rutin  

mengadakan  rapat  rutin  yang biasanya  dilaksanakan  setiap  awal  bulan  

sebagai  salah  satu  bentuk pengawasan  internal,  karena  dalam  rapat  

tersebut  diadakan  evaluasi  dan penelahaan terhadap segala bentuk 

aktifitas/pekerjaan sehari–hari baik yang menyangkut permasalahan di 

bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan. 

BAB IV 
PENGAWASAN Internal 
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b. Pengawasan Rutin / Reguler. 

 

Pengawasan  Internal  juga  dilakukan  oleh  Pengadilan  Banding  

dalam hal  ini Pengadilan Tinggi Bengkulu  yang dalam tahun 2014 ini 

telah melaksanakan  pembinaan/pengawasan  sebanyak  2  (dua)  kali.  

Selain itu juga dalam tahun 2014 ini pengawasan internal juga dilakukan 

oleh Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung RI sebanyak 1 (satu) 

kali. 

. 

Adapun maksud dari ke semua bentuk pengawasan tersebut adalah untuk 

memperoleh  informasi  apakah  penyelenggaraan  tekhnis  peradilan,  pengelolaan 

administrasi  peradilan,  dan  pelaksanaan  tugas  umum  peradilan  telah dilaksanakan  

sesuai  dengan  rencana  dan  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku.  Selain  

maksud  pengawasan  diatas  adalah  memperoleh  umpan  balik  bagi kebijaksanaan,  

perencanaan,  pelaksanaan  tugas–tugas  peradilan,  mencegah terjadinya  

penyimpangan,  mal  administrasi,  ketidakefisienan  penyelenggaraan peradilan serta 

menilai kinerja para aparat peradilan. Tujuan pengawasan  untuk dapat mengetahui 

kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan 

pengadilan untuk menentukan kebijakan  dan  tindakan  yang  diperlukan  menyangkut  

pelaksanaan  tugas pengadilan,  tingkah  laku  aparat  pengadilan,  dan  kinerja  

pelayanan  publik pengadilan. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah 

untuk menjaga agar pelaksanaan  tugas  lembaga  peradilan  sesuai  dengan  rencana  dan  

ketentuan peraturan  perundangan–undangan  yang  berlaku,  mengendalikan  agar 

administrasi  peradilan  dikelola  secara  tertib  sebagaimana  mestinya  dan  aparat 

peradilan  melaksanakan  tugasnya  dengan  sebaik–baiknya  dan  menjamin 

terwujudnya  pelayanan  publik  yang  baik  bagi  para  pencari  keadilan  yang meliputi  

kualitas  putusan,  waktu  penyelesaian  perkara  yang  cepat  dan  biaya berperkara yang 

murah. 
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Dari  uraian  laporan  tahunan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  

dalam  rangka  mewujudkan  instansi  yang  bersih  dan  berwibawa  dan  mampu 

memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  masyarakat  pencari  keadilan,  maka 

Pengadilan  Negeri Tubei,  dari  tahun  ke  tahun  senantiasa  melakukan 

pembenahan  di segala  bidang,  baik  keperkaraan  maupun  kesekretariatan. 

Pembenahan  tersebut  dilakukan dengan  cara  penertiban  administrasi 

keperkaraan  dan  administrasi  kesekretariatan  yang  sesuai  dengan  standar 

administrasi instansi pemerintah. Untuk  mendapatkan  hasil  yang  optimal  dari  

tujuan tersebut,  maka dilakukan  juga  pengawasan  terhadap  jalannya  

administrasi  di  lingkungan Pengadilan  Negeri Tubei,  agar  langkah-langkah  

perbaikan  senantiasa sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu  

menjadikan  Pengadilan  Negeri Tubei sebagai  salah  satu  instansi  yang  bersih  

berwibawa,  dan  dapat memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  terhadap  

masyarakat  pencari  keadilan dengan cara lebih terbuka dan transparan melalui 

jaringan IT. 

 

 

 

 

1. Sangat  diharapkan  adanya  penambahan  tenaga/pegawai  baik  dari 

bagian  kepaniteraan  maupun  kesekretariatan,  karena  dengan  jumlah 

yang ada saat ini masih jauh dari jumlah ideal. Hal ini dapat dilihat dari 

masih adanya tumpang tindih (rangkap) jabatan.  

2. Perlu  adanya  penambahan  sarana  dan  prasarana  perkantoran terutama  

pengadaan  Komputer/Laptop,  juga  sarana  dan  prasarana kerja lainnya. 

BAB V 
Kesimpulan dan rekomendasi 

 

A. 
 

kesimpulan 

B. 
 

rekomendasi 
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3. Untuk  menunjang  tugas-tugas  peradilan  perlu  ditunjang  dengan adanya  

sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  baik  yang  berhubungan dengan 

perkantoran, perumahan dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan 

Panitera/Sekretaris, maupun pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) bagi  

pejabat  struktural  dan  fungsional  agar  dapat  memperlancar transportasi 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Guna  meningkatkan  profesionalisme  dan  mutu  kinerja  serta 

memperluas  wawasan  pegawai  baik  Hakim,  Panitera  Pengganti, 

Jurusita  Pengganti,  Pejabat  Struktural,  Bendahara  dan  staf  perlu 

adanya  pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkesinambungan  dan kontinue. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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MATRIKS KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
 

*kinerja = jumlah hakim / putus perkara x 100%= ... % 

 

JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA

1 JANUARI 2 1 0 8 0 4 0 1 0

2 FEBRUARI 3 6 1 8 800.00 4 400.00 1 100.00

3 MARET 8 6 2 8 400.00 4 200.00 1 50.00

4 APRIL 12 4 6 7 116.67 4 66.67 1 16.67

5 MEI 10 3 9 7 77.78 4 44.44 1 11.11

6 JUNI 4 4 2 7 350.00 4 200.00 1 50.00

7 JULI 6 6 8 6 75.00 4 50.00 1 12.50

8 AGUSTUS 4 2 0 6 0.00 4 0.00 1 0.00

9 SEPTEMBER 6 2 5 6 120.00 4 80.00 1 20.00

0 OKTOBER 3 0 1 5 500.00 4 400.00 1 100.00

11 NOPEMBER 2 4 3 5 166.67 4 133.33 1 33.33

12 DESEMBER 3 6 0 5 0.00 4 0.00 1 0.00

KETERANGANNO BULAN HAKIM PP JS
SISA MASUK PUTUS
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MATRIKS KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
 

*kinerja = jumlah hakim / putus perkara x 100%= ... % 

 

JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA

1 JANUARI 0 52 51 8 15.69 4 7.84 1 1.96

2 FEBRUARI 0 135 135 8 5.93 4 2.96 1 0.74

3 MARET 0 49 49 8 16.33 4 8.16 1 2.04

4 APRIL 0 49 49 7 14.29 4 8.16 1 2.04

5 MEI 0 42 42 7 16.67 4 9.52 1 2.38

6 JUNI 0 115 115 7 6.09 4 3.48 1 0.87

7 JULI 0 157 157 6 3.82 4 2.55 1 0.64

8 AGUSTUS 0 125 125 6 4.80 4 3.20 1 0.80

9 SEPTEMBER 0 106 106 6 5.66 4 3.77 1 0.94

0 OKTOBER 0 0 0 5 0.00 4 0.00 1 0.00

11 NOPEMBER 0 60 60 5 8.33 4 6.67 1 1.67

12 DESEMBER 0 170 170 5 2.94 4 2.35 1 0.59

NO BULAN

PERKARA SUMBER DAYA MANUSIA KETERANGAN

HAKIM PP JS
SISA MASUK PUTUS
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MATRIKS KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
 

*kinerja = jumlah hakim / putus perkara x 100%= ... % 

 

JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA

1 JANUARI 2 1 1 8 800.00 4 400.00 1 100.00

2 FEBRUARI 2 1 0 8 0.00 4 0.00 1 0.00

3 MARET 3 1 2 8 400.00 4 200.00 1 50.00

4 APRIL 2 0 0 7 0.00 4 0.00 1 0.00

5 MEI 2 1 1 7 700.00 4 400.00 1 100.00

6 JUNI 2 1 0 7 0.00 4 0.00 1 0.00

7 JULI 3 0 1 6 600.00 4 400.00 1 100.00

8 AGUSTUS 2 0 0 6 0.00 4 0.00 1 0.00

9 SEPTEMBER 2 1 1 6 600.00 4 400.00 1 100.00

0 OKTOBER 2 0 0 5 0.00 4 0.00 1 0.00

11 NOPEMBER 2 0 0 5 0.00 4 0.00 1 0.00

12 DESEMBER 2 0 0 5 0.00 4 0.00 1 0.00

NO BULAN HAKIM PP JS
SISA MASUK PUTUS
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MATRIKS KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
 

*kinerja = jumlah hakim / putus perkara x 100%= ... % 

 

JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA JUMLAH *KINERJA

1 JANUARI 0 0 0 8 0 4 0 1 0

2 FEBRUARI 0 0 0 8 0 4 0 1 0

3 MARET 0 0 0 8 0 4 0 1 0

4 APRIL 0 0 0 7 0 4 0 1 0

5 MEI 0 0 0 7 0 4 0 0 0

6 JUNI 0 0 0 7 0 4 0 1 0

7 JULI 0 1 1 6 600 4 400 1 100

8 AGUSTUS 0 0 0 6 0 4 0 1 0

9 SEPTEMBER 0 0 0 6 0 4 0 1 0

0 OKTOBER 0 0 0 5 0 4 0 1 0

11 NOPEMBER 0 0 0 5 0 4 0 1 0

12 DESEMBER 0 0 0 5 0 4 0 1 0

NO BULAN

PERKARA SUMBER DAYA MANUSIA KETERANGAN

HAKIM PP JS
SISA MASUK PUTUS
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MATRIKS UPAYA HUKUM PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

BULAN PERKARA PUTUS BANDING KASASI PK KETERANGAN 

JANUARI - - - -  

FEBRUARI - - - -  

MARET  - - - -  

APRIL - 1 - -  

MEI - - - -  

JUNI 1 - - -  

JULI - - 1 -  

AGUSTUS - - - -  

SEPTEMBER - - - -  

OKTOBER - - - -  

NOPEMBER 1 - - -  

DESEMBER - - - -  
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MATRIKS UPAYA HUKUM PERDATA GUGATAN PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

BULAN PERKARA PUTUS BANDING KASASI PK KETERANGAN 

JANUARI - - - -  

FEBRUARI - - - -  

MARET  - - - -  

APRIL - 1 - -  

MEI - - - -  

JUNI - - - -  

JULI 1 1 - -  

AGUSTUS - - - -  

SEPTEMBER - - - -  

OKTOBER - - - -  

NOPEMBER - - - -  

DESEMBER - - - -  
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MATRIKS UPAYA HUKUM PERDATA PERMOHONAN PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

BULAN PERKARA PUTUS BANDING KASASI PK KETERANGAN 

JANUARI - - - -  

FEBRUARI 1 - - -  

MARET  - - - -  

APRIL - - - -  

MEI - - - -  

JUNI - - - -  

JULI - - - -  

AGUSTUS - - - -  

SEPTEMBER - - - -  

OKTOBER - - - -  

NOPEMBER - - - -  

DESEMBER - - - -  
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MATRIKS UPAYA HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

JENIS 

PERKARA/KLASIFIKASI 

PUTUS KASASI PK  KETERANGAN 

PIDANA RINGAN 1059 - -  

PIDANA UMUM 37 1 -  

PIDANA KHUSUS 1 - -  

PERDATA UMUM 6 - -  

PERDATA KHUSUS - - -  

PERDATA PERMOHONAN 1 - -  

JUMLAH 1104 1 -  
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REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI DIPA 01 

 

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KETERANGAN 

1. PN. TUBEI Rp. 2.369.560.000,-   Rp. 2.245.380.904,- Rp. 124.179.096,-  
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REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI DIPA 03 

 

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KETERANGAN 

1. PN. TUBEI NIHIL NIHIL NIHIL  
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REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI DIPA 01 

 

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KETERANGAN 

1. PN. TUBEI Rp. 469.354.000,- Rp. 450.249.061,- Rp. 19.104.939,-  
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REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI DIPA 03 

 

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KETERANGAN 

1. PN. TUBEI Rp. 56.000.000,- Rp. 52.164.250,- Rp. 3.835.750,-  
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REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KETERANGAN 

1. PN. TUBEI NIHIL NIHIL NIHIL  

      

      

 

 

 

 

  


